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ABSTRAK 

MEIKA DIAH NISA 

NIM. 1717302072 

 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Pasca revisi UU Perkawinan pada Oktober 2019, terjadi kenaikan angka 

yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Purbalingga. Hal ini disebabkan karena pembatasan usia nikah bagi 

wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Sayangnya, kenaikan jumlah 

permohonan dispensasi kawin tidak dibersamai dengan aturan yang ketat dan 

sinergi yang tepat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim dan 

menyebabkan maraknya praktek pernikahan dini. Sejalan dengan hal ini, penulis 

tertarik untuk mencari tahu bagaimana efektivitas PERMA No. 5 tahun 2019 yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan asas 

kepentingan terbaik bagi anak? 

Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan analisis data yang 

digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, sementara data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 

kepada hakim dan pelaku dispensasi kawin, sedangkan data sekunder diambil dari 

data yang relevan dengan masalah yang diteliti.  

 Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas 

penerapan PERMA No.5 tahun 2019 dapat dilihat melalui dua perspektif dari kata 

“efektif”. Efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama menunjukan bahwa, 

PERMA No.5 tahun 2019 telah berlaku efektif dan berhasil diterapkan sesuai 

dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung. Sedangkan efektivitas yang 

dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari penerapan 

PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 ini belum efektif pada lingkungan 

peradilan agama Purbalingga karena, pertama; hakim memiliki kebebasan dalam 

menetapkan permohonan dan dapat menjadikan hukum agama sebagai landasan, 

kedua; masyarakat Purbalingga memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang 

di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 

2019, ketiga; pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tidak 

diketahui oleh para orang tua dan minimnya pengetahuan orang tua mengenai 

pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, keadaan ini didukung dengan 

fakta kondisi sosiologis masyarakat Purbalingga yang menjadikan alasan himpitan 

ekonomi untuk menikahkan anak secara dini. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Dispensasi Kawin, Asas Kepentingan Terbaik Bagi 

Anak.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. 

Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga 

melihat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan 

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24A 

Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung 

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-

undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang-

Undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah 

Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.1 Keabsahan 

produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :  

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang  diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”   

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Peraturan Mahkamah 

Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip 

lex specialis derogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia 

hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam 

penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini 

menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan 

                                                           
1 Afandi, Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, 

(Malang: Setara Press, 2009), hlm.1 
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di Indonesia.2 Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah 

Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah 

Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2019 salah satunya adalah 

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang ketentuan batas usia menikah dahulu merupakan kebijakan yang 

mendiskriminasi perempuan. Pencantuman batas usia minimal usia 

perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun mendorong praktik 

perkawinan anak terus terjadi, dengan adanya peraturan itu akan membuat 

setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum 

dewasa. Menurut Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi 

Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani pada Senin, 18 Desember 2017 

mengungkapkan bahwa praktik perkawinan anak perempuan secara jelas 

menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial. Selain 

itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak. 

Itulah mengapa perkawinan anak dinilai cenderung menimbulkan kekerasan 

fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial maupun kekerasan psikologis, hal 

tersebut terjadi karena perkawinan anak biasanya dilatarbelakangi oleh 

tindakan pemaksaan oleh keluarga karena suatu alasan dan keterpaksaan dari 

calon mempelai perempuan itu sendiri. Banyaknya keluarga yang memaksa 

anak perempuannya menikah dikarenakan alasan himpitan ekonomi. 

Kemiskinan memaksa anak-anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki 

yang dianggap bisa memberikan nafkah. Selain itu, korban perkawinan di 

usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak. Kondisi demikian membuat 

kedudukan perempuan menjadi tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya 

                                                           
2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm.278-279. 
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seringkali seorang suami bertindak sewenang-wenang dan memandang 

kedudukan istri lebih rendah. Realita seperti ini merupakan contoh bagaimana 

ketentuan usia nikah di UU Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi 

terhadap perempuan. 3 

Mahkamah Konstitusi akhirnya bergerak melakukan uji materi Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada frase “batas 

minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun”. Supaya terdapat 

instrumen hukum yang dapat menekan maraknya praktik perkawinan anak 

dan dapat mencegah praktik manipulasi umur. Batu uji yang digunakan 

adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “segala warga negara 

bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang sama dan 

menyebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara 

pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks 

pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan 

diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana 

dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, salah satu 

pertimbangan MK adalah Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa seseorang berusia dibawah 18 

tahun masuk kategori anak. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan harus 

disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama usia 

perkawinan laki-laki dan perempuan. Darurat perkawinan anak menjadi 

pertimbangan MK pula ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi 

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2017, sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. 

Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%. Jika 

                                                           
3 Kristian Erdianto, “Hapus Praktik Perkawinan Anak, Menteri Yohana Dorong Revisi 

UU Perkawinan”, https://pemilu.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-

perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan. Diakses 22 Oktober 2020. 

https://pemilu.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan
https://pemilu.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan
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diakumulasi, 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak.4 Dalam hal 

ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan 

pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk 

keluarga.  

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan 

perkawinan, perbaikan norma ini menjangkau kenaikan batas minimal umur 

perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita 

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 

(sembilan belas) tahun, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019. Batas usia yang dimaksud yaitu dinilai telah matang jiwa raganya untuk 

dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

sehat serta berkualitas.Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan tindak 

lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan 

pada 13 Desember 2018.   

Busra seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

mengungkapkan bahwa setelah dikeluarkannya peraturan usia menikah 

perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun, dalam uji kelayakan dan 

kepatutan hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2020, 

hal senada beliau sampaikan bahwa ternyata setelah ditetapkan UU tentang 

menaikkan usia perkawinan bagi perempuan, intensitas permohonan 

dispensasi meningkat dan mengalami lonjakan.Kondisi ini dikarenakan dalam 

Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19 

                                                           
4 Luthfia Ayu Azanella, “Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini (Persentase 

perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 

18 tahun menurut Provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 ”, 

https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-

dini?page=all. Diakses 22 Oktober 2020.  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all
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tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke 

Pengadilan.Untuk menyikapi kenaikan usia itu, Mahkamah Agung 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.5 Selain untuk 

menyikapi kenaikan usia tersebut, PERMA ini diciptakan berdasarkan suatu 

pertimbangan, yakni karena anak merupakan amanah dan karunia Allah 

SWT, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta 

memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan 

mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, 

negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, 

dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam 

Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dimana Indonesia adalahnegara yang telah 

meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on the Right of the Child), berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the 

Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur 

mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), prinsip atas hak 

hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan 

terhadap pendapat anak. 

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan 

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan 

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang 

bertujuan melindungi Anak. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran 

strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap 

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan 

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

                                                           
5 Samdysara Saragih, “Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Permohonan Dispensasi 

Kawin Melonjak”, https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-

berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak. Diakses pada 22 Oktober 2020. 

https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak
https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak
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kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan bagian dari generasi 

muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional 

Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

sebuah bangsa dan negara.6 

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan 

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 

sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 

on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).Convention on 

the Rights of The Child, Pasal 3 ayat (1) menyatakan:  

“In  all actions concerning children, whether undertaken by public or 

private social walfare institutions, courts of law, administrative 

authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be 

a primary consideration.”7 

“Semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh 

lembaga lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, 

penguasa-penguasan pemerintahan, atau badan-badan legislatif, 

maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi 

pertimbangan utama.” 

Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama atau 

disebut dengan prinsip kepentingan terbaik, prinsip ini mengingatkan kepada 

semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan 

ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa 

yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran 

kepentingan anak. Bisa jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan  

menolong, tetapi yang sesungguhnya justru terjadi penghancuran masa depan 

                                                           
6 Widodo, Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: 

Aswaja Preesindo, 2012),  hlm. 4. 
7  Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 3 ayat (1). 
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anak.8 Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang dijumpai perilaku 

menyimpangdikalangan anak dan lebih dari itu terdapat anak yang 

berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH tanpa mengenal status 

sosial dan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap psikologi anak, yang di lain 

sisi terdapat pula anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian 

baik secara fisik maupun psikis. Keadaan anak yang tidak memadai tersebut 

secara sengaja maupun tidak sengaja sering memicu anak untuk melakukan 

tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain atau biasa disebut 

dengan imitasi.9 

Anak yang melakukan penyimpangan tersebut bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif 

perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara 

hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial 

yang mendasar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Terlebih dimasa sekarang kenakalan anak dan penyimpangan yang dilakukan 

oleh anak setiap tahunselalu meningkat, apabila dicermati perkembangan 

tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun 

modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang 

dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para 

orang tua.10  

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan 

anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang kurang 

memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari orang 

tua dapat terseret ke dalam arus pergaulan yang kurang sehat yang dapat 

                                                           
8 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),hlm.56. 
9 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rajawali Press, 1992) 

hlm. 3. 
10 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. (Yogyakarta : 

Graha Ilmu, 2010), hlm. 103. 
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merugikan perkembangan pribadi si anak, sehingga dibutuhkan penanganan 

dan penyelesaian dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima si anak.   

Anak membutuhkan perlindungan hukum khususnya perlindungan 

hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum 

terhadap anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum.11Sebagai 

implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang secara 

substantif telah mengatur beberapa hal salah satunya persoalan anak yang 

sedang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Anak yang dilakukan 

berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 

penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia 

memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.12 

Anak yang mengalami perkembangan ke arah dewasa, kadang 

kalamelakukan perbuatan yang lepas kontrol dan ia kerap kali melakukan 

perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. 

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, 

sikap dan mental anak yang belum stabil, dan juga tidak terlepas dari 

lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa 

menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 

Tidak sedikit anak berusia dibawah 19 tahun sudah melakukan hubungan 

seksual diluar perkawinan, akibatnya anak perempuan dibawah usia 19 tahun 

hamil, dan harus menikah demi menyelamatkan kehormatan keluarga dan 

janin yang ada didalam kandungan.  

Perkawinan telah ditentukan bahwa hanya diizinkan bagi mereka yang 

telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat 

                                                           
11 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU-

SPPA,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 31. 
12 Penjelasan mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 
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usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka 

perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan 

dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk calon 

mempelai beragama Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan kepada 

Pengadilan Agama13. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga karena proses mengadili 

permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam 

peraturan perundang-undangan serta demi kelancaran penyelenggaraan 

peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini 

ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 

November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan 

masyarakat.PERMA ini merupakan suatu langkah maju dan tentunya pasti 

bagi dunia peradilan di Indonesia, serta diharapkan menjadi standar bagi 

hakim dan segenap aparatur Pengadilan dalam menangani permohonan 

dispensasi kawin. 

Pasal 7 ayat (2) UU No.16 tahun 2019 menambahkan frasa ‘dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. 

Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi 

permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap 

mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. 

Namun permasalahannya, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka 

frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga 

subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan 

menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, 

ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan 

mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi 

                                                           
13 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana,2012), hlm.2. 
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mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung 

yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan 

dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum. 

Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan 

kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan 

perkawinan. Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin14 adalah :  

1. Surat permohonan; 

2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;  

3. Fotokopi Kartu Keluarga;  

4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ; 

5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon 

suami/isteri; dan; 

6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih 

sekolah dari sekolah anak; 

Namun kenyataannya, masih ada pengadilan agama yang 

menambahkan persyaratan administrasi tersebut, seperti buku nikah orang tua 

calon suami atau calon isteri, KTP orang tua calon suami maupun calon isteri, 

hal ini secara tidak langsung cukup memberatkan para pemohon karena 

semuanya harus di materai dan di nazagelen di kantor pos, hal ini jelas 

menambah biaya yang harus dikeluarkan, dan tidak sejalan dengan asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila panitera dalam memeriksa 

pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak 

terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin 

kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi 

kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut 

didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal 

Pemohon tidak mampu, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin 

secara cuma-cuma (prodeo); 

                                                           
14 Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. 
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Pengadilan Agama memiliki ruang lingkup yang pada praktiknya 

dalam salah satu penyelesaian perkara atau permohonan tentu ada peran 

penting yang dijalankan oleh petugas-petugas dalam persidangan, seperti 

Hakim, Panitera, dan Juru Sumpah. Dalam menyelesaikan perkara atau 

permohonan dalam hal ini permohonan dispenasi kawin, masing-masing 

memiliki etika dalam profesi, salah satunya adalah Hakim. Mahkamah Agung 

menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua MA 

Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006/ tanggal 22 Desember 2006 tentang 

Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 

215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.15 Hakim dalam menjalankan tugas 

yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, 

prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal 

kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial 

ekonomi maupun  atas dasar  kedekatan hubungan dengan pencari keadilan 

atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan 

maupun tindakan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya 

adalah hakim harus berperilaku adil, khususnya saat mengadili perkara yang 

berhadapan dengan anak seperti dispensasi kawin.  

Berdasarkan data hasil penelusuran di laman website SIPP (Sistem 

Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Purbalinggaselama kurun waktu 

satu tahun, pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat 262 persen 

(%). Rinciannya yakni pada 21 November 2018 sampai 20 November 2019 

terdapat 167 permohonan, sementara pada 21 November 2019 sampai dengan 

21 November 2020 terhitung terdapat 608 perkara permohonan16 dispensasi 

kawin dengan ketentuan batas usia perkawinan yang tertera pada Undang - 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi calon 

pengantin laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun.Data penelusuran 

                                                           
15 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 124 
16 Pengadilan Agama Purbalingga, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, 

http://sipp.pa-purbalinga.go.id/list_perkara/page/29, diakses29 Oktober 2020. 

http://sipp.pa-purbalinga.go.id/list_perkara/page/29%20diakses%2029%20Oktober%202020
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permohonan dispensasi kawin yang tertera sebanyak 608 permohonan 

tersebut diambil setelah tepat satu tahun diundangkannya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin.Angka tersebut termasuk tinggi karena satu 

tahun sebelum diundangkannya PERMA No.5 tahun 2019 permohonan 

dispensasi di Pengadilan Agama Purbalingga termasuk rendah, yakni 167 

permohonan. Adanya kenaikan dispensasi kawin sebanyak 262% itu salah 

satunya disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang 

mengatur batas usia nikah.Bahkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa 

Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana 

sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedang pada bulan 

November pasca perubahan UU Perkawinan mengalami kenaikan drastis 

mencapai 1.371 perkara.17 

Amran Suadi selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI 

melakukan Sosialisasi PERMA No.5 tahun 2019 di PTA Semarang, beliau 

menekankan bahwa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam teknis 

pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 

5 Tahun 2019 ini karena berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu saat 

ini terdapat pemeriksaan anak khusus, orang tua tidak ikut mendampingi, hal 

ini diatur dalam Pasal 15A PERMA No.5 tahun 2019 yang berbunyi “Dalam 

memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat 

mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;”Tetapi dari hasil 

observasi pendahuluan penulis di PA Purbalingga kelas IB saat Praktik 

Pengalaman Lapangan pada Februari 2020, hakim tunggal yang mengadili 

permohonan dispensasi kawin berdasar PERMA No.5 tahun 2019 masih 

belum mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua, artinya saat 

                                                           
17 Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan 

Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 

286,2% Pada November 2019”, https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-

naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-

pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019, Diakses 11 Februari 2021.  

https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
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anak memberikan keterangan masih di satu ruang persidangan yang sama 

dengan orang tua.Sebelum adanya PERMA No.5 tahun 2019 asas 

kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin belum 

diatur secara detail, dan permasalahannya hakim dalam memeriksa 

permohonan hanya dituntut untuk mengetahui dan mendengar keterangan dari 

para pihak. Setelah PERMA No.5 tahun 2019 terbit, PERMA tersebut 

mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi. 

Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan 

tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang 

mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, 

sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan 

berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga 

hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya 

dikabulkannya suatu permohonan dispensasi supaya tetap mengedepankan 

asas kepentingan terbaik bagi anak.18 

Problematika mengenai ketiadaan aturan tentang dispensasi kawin 

yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan 

oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim, serta teknis 

pemeriksaan permohonan inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini, 

supaya efektivitas PERMA di lingkungan peradilan agama dapat 

dimplementasikan. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim 

Pengadilan Agama juga harus memperhatikan konsep kepentingan terbaik 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum di muka persidangan, baik 

kepentingan terbaik pemohon yang notabenenya masih termasuk anak-anak 

maupun alasan kepentingan terbaik dari kemaslahatan yang menyangkut 

kepentingan anak. Apakah setelah diundangkannya PERMA Nomor 5 tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bisa 

menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak lebih dikedepankan, atau tetap 

dan stagnan seperti sebelum diundangkanya PERMA, ataupun justru semakin 

                                                           
18 PTA Semarang, “Pasca...”, https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-

pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-

pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019. Diakses 12 Februari 2021 

https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019
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berkurang dalam upaya menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dan 

apakah undang-undang Perlindungan Anak dan asas kepentingan terbaik bagi 

anak sudah diterapkan dengan benar atau justru belum diterapkan dengan 

baik di lingkungan Peradilan Agama Purbalingga. 

Berawal dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin 

mengetahui lebih mendalam lagi mengenai persoalan inidalam bentuk skripsi 

dengan judul EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

(PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA 

PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN 

TERBAIK BAGI ANAK. 

 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kerancuan, kesalahpahaman serta membatasi  

permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam  

peristilahan yang penulis pakai dalam penelitian ini. 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana orang atau lembaga yang berwenang menghasilkan 

keluaran,mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya sesuai dengan 

yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan 

sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan efektif.19 Dalam 

penelitian ini, penulis akan memaparkan seberapa baik PERMA No.5 

tahun 2019 diterapkan dalam penetapan dispensasi kawin dan 

menjabarkan keefektifan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin dalam mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. 

2. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) 

PERMA adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang 

ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan yang 

                                                           
19 Ravianto J, Produktivitas dan Pengukuran, (Jakarta: Binaman Aksara,2014), hlm.23.  
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bersifat hukum acara peradilan20 dan merupakan produk pengaturan oleh 

negara sehingga dapat diuji secara material (judicial review).21 Menurut 

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, PERMA adalah suatu jenis 

peraturan perundang-undang yang materi-muatannya ada 2 (dua) macam; 

pertama, PERMA yang bukan peraturan perundang-undangan; kedua, 

PERMA yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat 

masyarakat,seperti PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang akan menjadi 

obyek dalam penelitian ini.  

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak  

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam 

semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang 

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.22 

4. Pengadilan Agama Purbalingga 

Pengadilan Agama Purbalingga adalah badan peradilan yang 

menyelesaikan sengketa perdata yang dilakukan oleh umat Islam dan 

orang-orang yang menundukan diri dalam hukum Islam yang berdomisili 

di Kabupaten Purbalingga, yang tugas dan fungsi serta kewenangannya 

mencakup menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar 

perkawinan, waris, hibah, waris, shadaqah, infaq shadaqah, waqaf, zakat 

dan isbat rukyatul hilal, dan lain-lain. PA Purbalingga bertempat di Jl. 

Letjend S.Parman No.10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Maqdir Ismail, “Kewenangan Penyusunan Peraturan oleh Mahkamah Agung”, 

http://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-

indonesia,diakses 13 September 2020. 
21 Bagir Manan.Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Dewasa Ini, (Bandung : Alumni, 

1997), hlm. 10 
22 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

tentang penelitian ini yaitu “bagaimana efektivitas pedoman mengadili 

permohonan dispensasi kawin dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan 

asas kepentingan terbaik bagi anak di lingkungan peradilan Purbalingga?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas 

pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum di 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 

Purbalingga dalam upaya penerapan mengedepankan asas kepentingan 

terbaik bagi anak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat antara lain 

yaitu :  

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai efektivitas pedoman mengadili permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya 

penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta dapat menjadi bahan 

bacaan bagi civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk 

kepentingan pengayaan pengetahuan. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pihak yang hendak 

mengajukan permohonan dispensasi kawin dan diharapkan dapat menjadi 

alat koreksi maupun standar atau tolak ukur dan juga bahan pertimbangan 

bagi hakim untuk membantu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan 
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dengan penelitian ini supaya tetap mengedepankan asas kepentingan 

terbaik bagi anak. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.23 

Kemudian bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang 

akan dikerjakan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti. Dalam kajian 

pustaka peneliti harus mampu menentukan positioning penelitiannya terhadap 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang ditelaah (dikaji).Berdasarkan 

penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis, 

penulis belum mendapati suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas 

tentang Efektivitas PERMA No.5 tahun 2019 dalam Upaya Penerapan Asas 

Kepentingan Terbaik Bagi Anak. 

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah antara lain, yaitu skripsi 

karya M. Kholilur Rahmanyang berjudul Pandangan Hakim Mengabulkan 

Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam skripsinya M. 

Khalilur menemukan bahwa terdapat kontradiksi antaraUndang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 huruf C, melarang 

perkawinan anak dibawah umur, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dengan tegas melegalkan dispensasi 

nikah. Yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Malang dalam pengabulan dispensasi nikah padahal 

terdapat kontradiksi antara dua Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Perkawinan, dan juga bagaimana kedudukan Undang-Undang Perlindungan 

Anak dan Perkawinan serta bagaimana kedudukan Undang-Undang 

                                                           
23 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, 

(Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm.7. 
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Perlindungan Anak dalam memutus perkara Pengabulan dispensasi kawin.24 

Persamaan skripsi milik M.Khalilur dengan penelitian yang akan penulis buat 

adalah sama dalam bahasan pokoknya, yaitu tentang dispensasi nikah dan 

regulasi anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, M. 

Khalilur meneliti bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah ditinjau dari UU Perlindungan Anak, sedangkan penelitian 

penulis meneliti bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan 

dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan 

mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.  

Muhamad Baihaqi dalam skripsi UIN Walisongo Semarang juga 

melakukan penelitian yang berjudul Persetujuan Dispensasi Nikah Karena 

Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan 

Agama Kendal) menyebutkan bahwa pertimbangan yang  dipakai  oleh  

hakim  Pengadilan  Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah 

karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi 

calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Hakim 

dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada madhorotnya 

mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah, 

menggunakan dasar hukum yang UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 

1975, dan Kompilasi Hukum Islam.25 Persamaannya sama-sama penelitian 

lapangan (field research) dengan didukung penelitian pustaka (library 

research), yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data 

penelitian Baihaqi juga sama, yaitu dokumentasi serta wawancara dengan 

Hakim Pengadilan Agama sebagai subjek penelitian.. Dari data yang ada, 

dianalisis secara kualitatif. Perbedaannya ada pada objek bahasannya, Baihaqi 

membahas penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil, 

sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas pedoman 

                                                           
24 M. Kholilur Rahman, “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah 

Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, 

Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm. 12. 
25 Muhamad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari 

Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, Skripsi (Semarang: UIN 

Walisongo, 2018), hlm. 78. 
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mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA 

Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik 

bagi anak. 

M. Hadi Siswanto dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009. Yang menjadi pokok masalah dalam 

skripsi M. Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi 

nikah apakah sudah sesuai dalam segi normatif dan yuridisnya. Skripsi M. 

Hadi membatasi penelitiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta saja dan 

pada tahun tertentu pula.26 Persamaaan penelitian M.Hadi dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama berbentuk penelitian lapangan, dan yang diteliti 

juga tentang dispensasi kawin. Perbedaan penelitian M.Hadi dengan 

penelitian penulis adalah lokasi peneltiannya, M. Hadi fokus penelitiannya di 

Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus di 

Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu perbedaan juga terdapat pada 

masalah yang diteliti, meskipun ada obyek penelitiannya sama yaitu 

dispensasi kawin, namun dalam penelitian M. Hadi dispensasi kawin yang 

diajukan sendiri oleh anak dibawah umur, dan bagaimana tinjauan maslahah 

akan hal tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana 

efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum 

dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak.  

Uswatun N. dalam tesisnya yang berjudul Dispensasi Nikah Di Bawah 

Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang). Dalam tesisnya Uswatun meneliti tentang 

bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring kecamatan 

Kedungkandang kota Malang terhadap perkawinan dibawah umur. Apa yang 

melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di 

masyarakat terutama di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota 

                                                           
26 M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2010), hlm. 94.  
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Malang.27 Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian penulis sama-sama 

meneliti tentang dispensasi kawin, namun perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian dan juga objek penelitiannya. Lokasi yang dijadikan penelitian 

Uswatun jelas di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang, 

dan objek penelitiaannya adalah masyarakat. Sedangkan penelitian penulis 

bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga, dan objek penelitian penulis 

adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin dan realisasi konsep penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin. 

Semua penelitian terdahulu di atas tentunya membahas dispensasi 

kawin yang belum memiliki pedoman khusus mengadili permohonan 

dispensasi kawin, karena PERMA Nomor 5 tahun 2019 baru diundangkan 

tanggal 21 November 2019. Dan penelitian penulis meneliti efektivitas 

dispensasi kawin setelah PERMA Nomor 5 tahun 2019 diberlakukan bagi 

segenap lapisan masyarakat.  

Agar lebih mudah, penulis memasukkannya kedalam tabel sebagai 

berikut:  

Nama (tahun) 

Institusi / 

Judul 

Hasil Riset Terdahulu Persamaan Perbedaan 

M. Kholilur 

Rahman 

(2012) UIN 

Maulana 

Malik 

Ibrahim / 

Pandangan 

Hakim 

Mengabulkan 

Permohonan 

Dispensasi 

Nikah 

Ditinjau Dari 

Pasal 26 Ayat 

Melalui metode 

penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan 

bahwa pengabulan 

dispensasi nikah oleh 

Hakim di Pengadilan 

Agama Kota Malang 

disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu 

meliputi, faktor 

ekonomi, pendidikan 

maupun tradisi nikah 

dini yang telah mengakar 

kuat dalam kehidupan 

-Pokok 

pembahasan 

sama, 

dispensasi 

kawin. 

-Sama-sama 

bentuk 

penelitian 

lapangan. 

-Lokasi penelitian 

-Pembatasan tahun 

yang akan diteliti 

-Fokus masalah 

yang akan diteliti, 

tinjauan hukum 

islam, sedangkan 

penelitian penulis 

tinjauan  

berdasarkan 

PERMA No.5 

tahun 2019 dan 

asas kepentingan 

terbaik bagi anak. 

                                                           
27Uswatun Ni’ami, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat 

Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” Tesis (Malang:UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2011), hlm. 78.  
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1 Huruf C 

UU No. 23 

Tahun 2002 

Tentang 

Perlindungan 

Anak. 

masyarakat. Termasuk 

juga faktor hamil di luar 

nikah yang dianggap 

sebagai faktor yang 

paling dominan. 

Sedangkan kedua 

undang-undang, baik 

pasal 7  UU No. 1 Tahun 

1974 tentang dispensasi 

nikah maupun pasal 26 

ayat 1 huruf c UU No. 23 

tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pada 

hakikatnya sama-sama 

bertujuan untuk 

melindungi 

kemaslahatan seorang 

anak. Jika undang-

undang pernikahan 

dijadikan sebagai 

penanggulangan 

terhadap pernikahan 

yang telah terjadi, 

sedangkan undang-

undang perlindungan 

anak sebagai langkah 

antisipatif terhadap 

pernikahan yang belum 

terjadi. 

Muhamad 

Baihaqi 

(2018) UIN 

Walisongo 

Semarang / 

Persetujuan 

Dispensasi 

Nikah 

Karena 

Hamil 

Ditinjau Dari 

Perspektif 

Maslahat 

(Studi 

Analisis Di 

Pengadilan 

Agama 

Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat 

diketahui bahwa majelis 

hakim dalam 

mengabulkan dispensasi 

nikah karena hamil 

mendasarkan pada 

kemaslahatan yang 

bersifat daruriyyah bagi 

calon mempelai, yakni 

dalam hal memelihara 

jiwa dan keturunan. 

Dasar hukum yang 

digunakan adalah UUP 

No 1 Tahun 1974, PMA 

No 3 Tahun 1975 pasal 

13 ayat (1), dan Pasal 53 

~ Sama-sama 

penelitian 

lapangan 

dengan 

didukung 

penelitian 

pustaka.  

~ Teknik 

pengumpulan 

data sama-

sama 

menggunakan 

jalan 

dokumentasi 

dan 

wawancara 

dengan Hakim 

~ Objek 

bahasannya, 

Baihaqi membahas 

penafsiran hakim 

tentang dispensasi 

nikah karena hamil, 

sedangkan 

penelitian penulis 

membahas 

bagaimana 

efektivitas 

pedoman mengadili 

permohonan 

dispensasi kawin 

yang tercantum 

dalam PERMA 

Nomor 5 tahun 
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Kendal). Kompilasi Hukum Islam, 

yang pada pokoknya 

menyebutkan bahwa 

wanita hamil diluar 

nikah dapat dikawinkan 

dengan pria yang 

menghamilinya tanpa 

menunggu kelahiran 

anaknya. Dengan 

diberikannya dispensasi 

nikah ini diharapkan 

kedua belah pihak dapat 

segera menikah, 

sehingga anak yang 

dilahirkan kelak menjadi 

anak yang sah atau 

mempunyai 

perlindungan hukum. 

Pengadilan 

Agama. 

 

2019, dan 

mengupayakan 

penerapan asas 

kepentingan terbaik 

bagi anak. 

M. Hadi 

Siswanto 

(2010) UIN 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta / 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Penetapan 

Dispensasi 

Nikah Di 

Pengadilan 

Agama 

Yogyakarta 

Tahun 2006-

2009. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

majelis hakim dalam 

memutuskan 

permohonan dispensasi 

kawin berdasarkan pada 

pertimbangan 

kemaslahatan bagi kedua 

calon mempelai dan 

melihat alasan-alasan 

yang diajukan pemohon 

serta fakta dalam 

persidangan. Meskipun 

fakta dilapangan 

menunjukkan bertambah 

banyaknya permohonan 

dispensasi kawin. Di sisi 

lain hakim juga tidak 

mempunyai wewenang 

untuk mencegah semakin 

banyaknya permohonan 

dispensasi kawin karena 

secara yuridis Undang-

Undang Perkawinan 

memberikan peluang 

untuk melaksanakan 

perkawinan di bawah 

umur. 

~ Sama-sama 

berbentuk 

penelitian 

lapangan 

~ Sama-sama 

dibatasi kurun 

waktu, 

penelitian M. 

Hadi 

membatasi 

kurun waktu 

2006-2009, 

sedangkan 

penelitian 

penulis sejak 

diundangkan 

PERMA No.5 

tahun 2019 

sampai saat 

penelitian 

berlangsung. 

~ Dalam penelitian 

M. Hadi dispensasi 

kawin yang 

diajukan sendiri 

oleh anak dibawah 

umur, dan 

bagaimana tinjauan 

maslahah akan hal 

tersebut, sedangkan 

penelitian penulis 

membahas 

bagaimana 

efektivitas kan 

pedoman mengadili 

permohonan 

dispensasi kawin 

yang tercantum 

dalam PERMA 

Nomor 5 tahun 

2019, dan 

mengupayakan 

penerapan asas 

kepentingan terbaik 

bagi anak.  
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Uswatun 

Ni’ami 

(2011) UIN 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang / 

Dispensasi 

Nikah Di 

Bawah Umur 

(Studi 

Pandangan 

Masyarakat 

Kelurahan 

Buring 

Kecamatan 

Kedungkanda

ng Kota 

Malang). 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

masyarakat di kelurahan 

Buring melakukan 

pernikahan di bawah 

umur karena beberapa 

alasan, yaitu sudah tidak 

sekolah dan telah 

mendapatkan pekerjaan, 

dijodohkan, 

kekhawatiran, akan 

terjadi perzinahan dan 

hamil diluar nikah. 

Alasan-alasan tersebut 

dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor, yaitu 

faktor agama, sosial, 

pendidikan, ekonomi, 

psikologis dan yuridis-

administratif. Pasangan 

menikah dibawah umur 

dan dibawah umur 20 

tahun mengalami 

kendala dari sisi 

ekonomi dan psikologi. 

Namun, mereka tidak 

memiliki kiat-kiat 

khusus untuk 

menyelesaikan 

persoalan-persoalannya. 

Hal terpenting bagi 

mereka adalah 

bekerjasama dalam 

menyambung hidup dan 

tidak memperbesar 

masalah. Adapun 

dampak dari pernikahan 

tersebut ialah terjadinya 

eksploitasi anak, 

terampasnya hak-hak 

anak, terjadinya bias 

gender, minimnya 

pendidikan dan 

rendahnya kualitas 

(SDM). Sedangkan 

mengenai pandangan 

~Jenis 

penelitian 

sama, kualitatif 

~Objek sama, 

yaitu 

dispensasi 

nikah 

~ Metode yang 

digunakan 

untuk 

mengumpulka

n data sama, 

yaitu 

observasi,waw

ancara, dan 

dokumentasi. 

~ Beda tinjauan 

hukumnya,Uswatu

n mengkaji 

dispensasi nikah 

hanya yang diatur 

dalam Pasal 7 ayat 

(1) UU No.1 tahun 

1974 dan saat itu 

belum ada 

pedoman mengadili 

permohonan 

dispensasi kawin. 

Sedangkan 

penelitian penulis 

menggunakan 

regulasi PERMA 

No.5 tahun 2019. 

~ Uswatun 

mengkaji 

permasalahan 

dalam penelitian ini 

untuk mengetahui 

latar belakang 

masyarakat 

melakukan 

perkawinan 

dibawah umur, 

kendala dan solusi 

yang dihadapi 

pasangan dibawah 

umur dalam 

membina & 

mempertahankan  

rumah tangga, serta 

pandangan 

masyarakat 

terhadap dispensasi 

nikah. 

~ Lokasi yang 

dijadikan penelitian 

Uswatun jelas di 

kelurahan Buring 

kecamatan 

Kedungkandang 

kota Malang, 

sedangkan 
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terhadap dispenasi nikah, 

ternyata masyarakat 

tidak mengetahuinya.   

penelitian penulis 

di Pengadilan 

Agama 

Purbalingga. 

~ Objek penelitiaan 

Uswatun adalah 

masyarakat, 

sementara 

penelitian penulis 

adalah hakim 

tunggal yang 

mengadili 

permohonan 

dispensasi kawin. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan 

sistematika  penulisan sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul skripsi, halaman 

pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, 

abstak dan kata kunci dan daftar isi. 

BAB I  Berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan 

dan dasar pijakan bagi pembahasan penelitian ini. Maka 

pada bab pertama ini mencangkup pendahuluan dengan 

memuat diantaranya: latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.  

BAB II Berisi tinjauan umum dari tema penelitian yang dilakukan, 

pada sub bab pertama mencangkup tinjauan umum 

peraturan mahkamah agung (PERMA), yang meliputi : 

pengertian PERMA, proses pembentukan PERMA, tujuan 

pembuatan PERMA, fungsi peraturan mahkamah agung 

(PERMA), kekuatan mengikat PERMA, isi peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dan efektivitas 

PERMA yang diterapkan di Pengadilan. Sub bab kedua 
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berisi tinjauan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang 

meliputi : pengertian asas  kepentingan terbaik bagi anak, 

pengertian dan pengaturan kepentingan terbaik bagi anak, 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, asas kepentingan 

terbaik bagi anak menurut undang-undang, asas  

kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum Islam dan 

hukum adat. Sub bab ketiga berisi tinjauan umum tentang 

teori efektivitas, yang meliputi: pengertian efektivitas dan 

teori efektivitas hukum. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai PERMA pedoman 

mengadili permohonan dispensasi kawin, asas kepentingan 

terbaik bagi anak, dan teori efektivitas.  

BAB III Bab ini berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis 

membahas mengenai jenis penelitian, setting lokasi dan 

waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, 

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan 

analisis data.  

BAB IV Mencangkup tiga sub bab. Sub bab yang pertama gambaran 

umum Pengadilan Agama Purbalingga yang meliputi : 

potret Pengadilan Agama Purbalingga, sejarah Pengadilan 

Agama Purbalingga, struktur organisasi Pengadilan Agama 

Purbalinga, laporan permohonan dispensasi sebelum dan 

sesudah diundangkan PERMA No.5 tahun 2019 serta 

laporan hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di 

PA Purbalingga tahun 2017-2020. Sub bab kedua berisi 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terhadap 

asas kepentingan terbaik bagi anak yang mengajukan 

dispensasi kawin. Sub bab ketiga berisi analisis efektivitas 

pelaksaaan PERMA No.5 Tahun 2019 dalam mewujudkan 

asas kepentingan terbaik bagi anak.  
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BAB V Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang 

berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan  

lampiran.  

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di 

atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin 

dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Purbalingga dalam upaya mengedepankan asas kepentingan 

terbaik bagi anak di lingkungan peradilan Purbalingga, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 tahun 

2019 dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif”. 

Pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan 

dan dilaksanakan. Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang 

diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila efektivitas 

yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA No.5 tahun 2019 telah 

berlaku efektif sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung, artinya 

PERMA ini berhasil diterapkan di Pengadilan Agama Purbalingga oleh 

hakim dan aparatur Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengisi 

kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, serta memiliki 

nilai kemanfaatan dan hasil guna sejak diberlakukannya pada tanggal 21 

November 2019.  

Efektivitas yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target 

maupun tujuan dari penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 

ini belum efektif pada lingkungan peradilan agama Purbalingga. 

Ketidakefektivan UU Perkawinan maupun PERMA No.5 tahun 2019 

dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak disebabkan, 

pertama; karena faktor penegak hukum dimana hakim memiliki kebebasan 

dalam memutus sesuai fakta persidangan dan hukum yang berlaku dalam 

hal ini juga dapat menjadikan hukum agama sebagai landasan memutus 

perkara dispensasi kawin asal tidak bertentangan dengan aturan hukum 
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lainnya yang berlaku termasuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kedua; 

ialah dari masyarakat itu sendiri dimana berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan bahwa masyarakat Purbalingga memiliki stigma dan nilai yang 

telah berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pernikahan dini anak yang 

dianggap sebagai hal yang wajar bahwa pernikahan anak pada usia dewasa 

adalah hal yang dianggap tabu dan memalukan, ketiga; pemahaman 

mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak juga tidak diketahui oleh 

para orang tua hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan orang tua 

mengenai pemberlakuan hukum positif Indonesia khususnya hukum 

perkawinan, keadaan ini didukung dengan fakta kondisi sosiologis 

masyarakat Purbalingga yang menjadikan alasan ekonomi untuk 

menikahkan anak secara dini dikarenakan tidak sanggup mengeluarkan 

biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak sehingga asas kepentingan 

terbaik bagi anak dikesampingkan. 

B.  Saran 

1. Para hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin di Indonesia 

khususnya di Purbalingga supaya membuat aturan yang bersifat 

limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. 

Menurut penulis, satu-satunya alasan yang dapat dikatakan paling 

urgen atau dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan 

pengajuan permohonan dispensasi kawin ialah alasan karena 

kehamilan di luar nikah. Hal ini supaya meminimalisir mimpi buruk 

akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi 

melalui lembaga peradilan.  

2. Masyarakat khususnya para orang tua supaya lebih memiliki kesadaran 

dalam menjalankan tanggung jawab, dan peran sebagai orang tua 

dalam melindungi anak, mengawasi tumbuh kembang anak sesuai 

dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan 

penanaman nilai budi pekerti pada anak. 
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3. Pihak KUA, instansi-instansi, serta lembaga-lembaga yang terkait 

mengenai aturan-aturan yang membahas tentang perkawinan dini, 

terkhusus mengenai dampak dan persyaratannya, supaya melakukan  

sosialisasi yang bersinergi, d sosialisasi dilakukan tidak hanya di balai 

desa tetapi juga dilakukan sosialisasi yang lebih dekat lagi dengan 

sasaran aturan dispensasi ini yaitu anak-anak usia sekolah di sekolah-

sekolah. Sehingga memberikan pemahaman di semua kalangan.  

4. Kepada Mahkamah Agung, supaya menambahkan penjabaran aturan 

dan standarisasi yang lebih jelas mengenai alasan mendesak yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin guna menyeragamkan pemahaman dan pertimbangan 

hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing 

wilayah hukumnya. 
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